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QANUN KABUPATEN ACEI SINGKIL
NOMOR 20 TAIUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAILY WATA'ALA

BUPATI ACEIl SINGKIL

AMenimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
1 - Tentang Pemerintahan Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Orpanisasi Perangkat Dacrah perlu dilakukan penyusunan dan
penyesuatan  Susunan Organisasi  dan Tala Kerja Dinas Peternakan
Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah,
yang mampu mengakomodasikan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan
wewenang yang luas, nyata dan bertanggung Jawab secara profesional;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditctapkan dalam suatu Qanun,

—

“Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Provinsi Acch dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra
Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang  ketentuan-ketentuan pokok
pokok Peternakan dan Keschatan Hewan (Lembaran Negara Tahun RI
1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824

L

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Acch Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3827);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
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Undang-undang Nomor 25 m 1999 tentang  Perimbangan Keuangan:
antara Pemenntah Pusat dan cah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Neg - Nomor 3848); Ly
Pcraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1977 tcntang‘Usahd '?P:ekternakian
(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3718); R
Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kéwenﬁﬁgan:
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Dacrah ( Lembaran Negara Nomor 165 tahun 2000 ).

Dengan Perscetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACLEIL SINGKIL

pkan

MEMUTUSIKAN ' .

QANUN KABUPATEN ACEU SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN ACEIl SINGKIL

BAD 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

Dacral adalah Kabupaten Acch Singkil;

Bupati adalah Bupati Acch Singkil;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
Dinas Pcternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
Unit Pelaksanan Tekhnis adalah unsur pelaksana tekhnis operasi yang
mclaksanakan tugas—tugas Dinas Peternakan di tapangan.
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BADB I
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Pecternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang peternakan;

(2) Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten dipimpin oleh scorang Kepala
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sckretaris Dacrah. .

BAB 1
TUGAS

Pasal 3

Oraganisasi Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas
melaksanzkan kewenangan dan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah




dan alau Pemerintal Propinsi  Nanggroc Acch Darussalam dibidang
Pcternakan,

BAB 1V
FUNGSI

Pasal 4
Dalam mclaksanakan tugas tersebut  pasal 3, Dinas Peternakan Kabupaten

mempunyai fungs;

4. Melakukan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan
Bupati; '

b. Melakukan bimbingan tckhnis di bidang Peternakan;
¢. Melaksanakan pengawasan, pemberian dan pembinaan usaha peternakan;
d. Menyelenggarakan pclaksanaan penyuluhan; o

¢. Melaksanakan  pengkajian pencrapan - tekhnologi  ditingkat  usaha
peternakan;

£ Mclaksanakan urusan umum perlengkapan kepegawaian, keuangan serta
ketatausahaan Dinas Peternakan;

8. Melakukan pengawasan dan bimbingan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Cabang Dinas di bidang peternakan Kabupaten;

BAB Y
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten terdiri dari -
a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;

C. Bagian Tata Usaha, membawahkan -
1) Sub Bagian Umum:;
2) Sub Bagian Kcuangan:
3) Sub Bagian Kepegawaian,
d. Sub Dinas Keschatan Hewan dan Kesmavet , membawahkan -
1) Seksi Perlindungan dan Pemberantasan Penyakir Hewan;
2) Scksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
3) Scksi Kesmavet
4) Seksi Pengawasan Obat Hewan,
€. Sub Dinas Pengembangan dan Tekhnologi, membawahkan -
1) Seksi Penyuluhan Pcternakan;
2) Scksi Pengembangan SDM;
3) Scksi Tckhnologi:
<} Seksi Kelembagaan.
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ul Dinas Produksi, membawahkan §
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! Sehsi Ruminansiz dan Non Ruminansia:
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2} Scksi Unggas dan Aneka Tcernak;
3) Scksi Penyebaran T, crnak;

qs

Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan -
1) Scksi Pakan Ternak:
2) Scksi Pembibjtan Ternak;
3) Seksi Vaksin; .
4) Scksi Vaksin dan Sarana Pcternakan.
h. Sub Dinas Usgha Peternakan, membawahkan -
I) Scksi Permodalan dan Perkreditan;
2) Scksi Pengolahan:
3) Scksi Pemasaran;
4) Scksi Pclayg_r}an Usaha.
(2) Esclon Jabatan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil
sebagai berikut ; J

l. Kcpala Dinas . Esclon 1I/b
2. Wakil Kepala Dinas . Esclon 11I/a
3. Kepala Bagian Tata Usaha Esclon IIV/a
4. Kepala Sub Dinas . Esclon 1ll/a
5. Kepala Sub Bagian . Esclon IV/a
6. Kepala Scksi : Esclon ['V/a

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Acch Singkil
scbagaimana terlampir.

BAB V]
UNIT PELAKSANA TEKINIS DINAS

Pasal ¢

(1) Unit Pclaksana Tcknis mempunyai kedudukan scbagai unsur pelaksana
teknis operasional Dinas Pcternakan;

(2) Unit Pclaksana Tcknis Dinas di pimpin olch scc;rang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pecternakan:

Pasal 7

Pembentukan Unit  Pelaksana Tckhnis Dinas hanya dimungkinkan jika
memenuhi kriteria yang ditctapkan dalam ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan F ungsional mempunyai tugas melaksanakan scbagian
tugas melakukan kegiatan teknis peternakan di bidang keahlian masing-
masing, :

(2) Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana tersebut pada ayat (1)
dipimpin olch scorang  Tenaga Fungsional Senior selaky Ketua
Kelompok yang beragla di baywah dan pcr['.?n_ggung jawah kepada Kepala
Dinas dan atau kepada Kepala ‘Unit Pclaksana Tekhnis Dinas yang
bersangkutan, ' o ’




BAR VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERIENTIAN DALAM JABATAN

Pasal v

(1) Kepala Dinas Peternakan dan Wakil Kepala Dinas Peternakan diangkat
dan diberhentikan olch Bupati.

(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas Peternakan dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Dacrah  Kabupaten  atas pelimpahan  wewenang  dari Bupati dengan
memperhatikan usul dari Kepala Dinag Peternakan.

BADB IX
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pcternakan, Unit Pelaksana Tekhnis
Dinas, Kclompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi,
intergrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi sesuai dengan (ugas masing-masing

Pasal 1t

(1) Kepala Dinas Peternakan mclaksanakan tugas perumusan bahan rencana
dan program penyiapan bahan-bahan laporan Dinas serta pembinaan
organisasi dan tatalaksana.

(2) Kepala Dinas Peternakan melaksanakan tugas-tugas pokok dibantu olch
scorang Wakil Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada kepala
Dinas dan Bupati Kabupaten Acch Singkil.

(3) Kepala Dinas Pelernakan diwajibkan memberikan petunjuk membina
membimbing  dan mengawasi pekerjaan  unsur-unsur pcmbantu dan
pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 12

(1) Sctiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban
memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi
pelaksanaan tugas bawahan. K

(2)  Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala
Dinas harus menunjuk scorang Pegawai untuk melaksanakan tugas
Kepala Dinas dengan mempedomani Dafiar Urut Kepangkatan dan
melaporkannya kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah Kabupatch.

Pasal 13
(1} Sctiap Unit Kerja di fingkungan Dinas wajib melaporkan pclaksanaan
tugas sccara berkala kepada atasan.

lzporan yang diterima olch Pimpinan Unit Kerja dari bawahan
lolah darn dipereunakan scbagai bahan penyusunan laporan iebik
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{3) Sctap iaporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain
vang sccara fungsional mempunyai hubungan kerja. ]

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas  diatur  sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Pengalihan jenis kepegawaian discsuaikan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku,

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 15
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mclaksanakan kegiatan Dinas di
bebankan kepada Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) scrta

sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB X1I
KETENTUAN PERALILIAN

Pasal 16
Sclama belum ditetapkannya peraturan pclaksana dari Qanun ini, semua

ketentuan yang ada dinyatakan tctap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Qanun ini.

BAB X!
KETENTUAN PENUTUP

Pasaf 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditctapkan kemudian déngan
peraturan pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman ‘yang
berlaku.

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.




Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disshkan. Agar sctiap orang dapat

mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan  Qanun  ini
pencmpatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Acch Singkil.

Disahkandi : Singkil.
Pada tangeal - 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/Dto.

(1. MAKMURSYAI PUTRA, SH)

Diundangkan Dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Acch Singkil
Nomor 20 Tahun 2002 Scri D Nomor 7
Pada tanggal 5 Juni 2002
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w>o>2 meCZ>Z OWQ>Z~m>mH LAMPIRAN - QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL,
DINAS wmdmeEZ i ZO_ZOW : 20 TAHUN 2002
KABUPATEN ACEH SINGKIL KEPALA DINAS TANGGAL : 27 MEI 2002
. WAKIL KEPALA DRVAS
BAGIAN TATA
USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL L
SUB BAGIAN ; SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN KEPEGAWAIAN

NAS KESEHATAN
DAN KESMAVET

N

SEXSI PERLINDUNGAN
]  DANPEMBERANTASAN
PENYAXIT HEWAN

SEKSIPELAYANAN
KESEHATAN HEWAN

SUB DINAS SUB DIINAS SUB DINAS SARANA DAN SUB DINAS USALIA
PENGEMBANGAN SDM PRODUKS] PRASANA PETERNAKAN
DAN TEKHNOLOGI
SEKSI FENGEMBANGAN SEKS] RUMINANSIA DAN SEKSI SEKSI PERNMODAL AN
SDM T NON RUMINANSLA PAKAN TERNAK -1 DAN PERKREDITAN
SEKSI PENYULUI SEXSI UNGGAS DAN SEKS! SFESE

PETERNAKAN

SEKSI KESMAVET

SEKS! TEKHNOLOGI

SEKSI PENGAWASAN
OBAT HEWAN

ANEKA TERNAK

PEMBIBITAN

SEXKS] PENYEBARAN
TERNAK

CABANG DINAS

UPTD

SEKSI VAKSEN

SEKSI VAKSIN DAN
SARANA PETERNAKAN

PENGOLAHAN

iy SEKSI PEMASARAN

SEKSITELAYANAN
USALIA
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BAGAN SUSUNAN ORGANISAST LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

DINAS PETERNAKAN NOMOR  : 20 TAHUN 2002
KABUPATEN ACEH SINGKIL KEPALA DINAS TANGGAL : 27 MEI 2002
. WAKIL KEPALA DENAS ‘
BAGIAN TATA
USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL == I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UNMUM KEUANGAN KEPEGAWAIAN

SUB DINAS KESENATAN
HEWAN DAN KESMAVET

SUB DINAS
PENGEMBANGAN 5DM
DAN TEKHNOLOGI

|

SEXSIPERLINDUNGAN
] DANPEMBERANTASAN
PENYAKIT HEWAN

SEKSI FENGEMBANGAN
SDM

SEKSTPELAYANAN
KESEHATAN HEWAN

SEKSI PENYULUN
PETERNAXKAN

SEKSIKESMAVET

SEKSI TEKHNOLOG]

SEKSI PENGAWASAN
OBAT HEWAN

CABANG DINAS ‘

—
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SUB DIINAS SUB DINAS SARANA DAN
PRODUKSI PRASANA
SEKSI RUMINANSIA DAN SIEKST
T NON RUMINANSIA == PAXAN TERNAK
SEXSI UNGGAS DAN SEKSI
] ANEXKA TERNAK T PEMBIBITAN
SEKSI PENYEBARAN - 0
- TERNAK || SEKSI VAKSIN
b SEKSI VAKSIN DAN
SARANA PETERNAKAN
UPTD

SUB DINAS USAIIA
PETERNAKAN

SEXSI PERMODALAN
DAN PERKREDITAN

SEKSI
FENGOLAHAN

SERSI PEMASARAN

SEKSIPELAYANAN
USAIIA

A\E.ﬁwwh ACEH SINGKII
- e B T T SRR — ’ L RCERR T -




